
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 59 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI 
SECARA ELEKTRONIK BIDANG PARIWISATA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang  :  a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur pelaksanaan 
terkait pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik 
bidang pariwisata; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan 
Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 
Pariwisata, Bupati dapat menetapkan peraturan untuk 
pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 
secara elektronik bidang pariwisata; 

c. bahwa sehubungan hal tersebut maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata, perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pariwisata; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4866); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012  tentang 
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Usaha di  Bidang 
Pariwisata  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5311 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu 
Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 
Nomor 1956); 

12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan  Perizinan   Berusaha   Terintegrasi   Secara 
Elektronik Bidang Pariwisata (Berita Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 236); 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,  Serta 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN 

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 
ELEKTRONIK BIDANG PARIWISATA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Menteri adalah Menteri Pariwisata. 

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 
adalah perizinan berusaa yang diterbitkan oleh Lembaga 
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 
gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha 
melalui sistem elektronok yang terintegrasi. 

6. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan 
oleh Pelaku Usaha. 

7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 
memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial 
atau operasional. 

8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 
selanjutnya         disebut          Lembaga      OSS adalah 
lembaga      pemerintah      non kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
koordinasi penanaman modal. 
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9. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan 
atau non perseorangan yang melakukan usaha danfatau 
kegiatan pada bidang pawisata. 

10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 
produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan 
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

11. Tanda   Daftar   Usaha   Pariwisata   yang selanjutnya 
disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah 
Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai 
usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial 
atau   operasional    dengan    memenuhi    persyaratan 
dan/ atau Komitmen. 

12. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang 
diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata 
kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar 
usaha pariwisata. 

13. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi 
usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha yang 
mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan 
usaha pariwisata. 

14. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian 
sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung 
peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan 
pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. 

15. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang 
selanjutnya disebut LSU Bidang  Pariwisata  adalah 
lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi 
usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 
Pendaftaran. 

17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku 
Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk 
usaha dan/atau kegiatannya  dan  berlaku  pula  sebagai 
izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah 
tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. 

18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 
Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
yang        wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan. 
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19. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh 
Pemerintah   Daerah   Kabupaten kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 

20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik 
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau  sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya. 

 

BAB II 

BIDANG USAHA PARIWISATA 

Pasal 2 

(1) Bidang usaha pariwisata meliputi: 

a. daya tarik wisata; 

b. kawasan pariwisata; 

c. jasa transportasi wisata; 

d. jasa perjalanan wisata; 

e. jasa makanan dan minuman; 

f. penyediaan akomodasi; 

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 

h. penyelenggaraan  pertemuan, perjalanan insentif, 
konferensi dan pameran; 

i. jasa informasi pariwisata; 

j. jasa konsultan pariwisata; 

k. jasa pramuwisata; 

l. wisata tirta; dan 

m. spa. 

(2) Jenis usaha dari masing-masing bidang usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengikuti  ketentuan  Klasifikasi 
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang pariwisata 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. 
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BAB III 

JENIS DAN TATA CARA PENDAFTARAN PERIZINAN BERUSAHA 

Bagian  Kesatu 

Jenis Perizinan Berusaha 

Pasal 3 

 

(1) Jenis Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata terdiri atas: 

a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan 

b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat 
Usaha Pariwisata. 

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen. 

(3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata 
setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha 
Pariwisata. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pendaftaran 

Pasal 4 

 

(1) Pemohon Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata terdiri 
atas: 

a. Pelaku Usaha perseorangan; dan 

b. Pelaku Usaha non perseorangan. 

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk 
mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

 

(1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud  dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha 
yang telah mendapatkan NIB. 

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau 
kegiatannya. 

 

Pasal 6 

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 
diterbitkan oleh Lembaga OSS. 
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Pasal 7 

Dalam     hal     Pelaku      Usaha     menyelenggarakan      lebih 
dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 
(satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen 
TDUP untuk keseluruhan usaha. 

 

Pasal 8 

(1) TDUP diterbitkan  oleh Lembaga OSS berdasarkan 
komitmen kepada: 

a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana 
untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan 

 
b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk 

menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah 
memiliki atau menguasai prasarana. 

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi: 

a. Izin Lokasi; 
b. Izin Lingkungan; dan 
c. IMB. 

 

Pasal 9 

Bagi pelaku usaha yang menggunakan bangunan atau kantor 
atau ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan 
bukti perjanjian sewa menyewa bangunan atau kantor atau 
ruangan. 

 

Pasal 10 

TDUP diterbitkan oleh Lembaga  OSS kepada  Pelaku Usaha 
yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha 
dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai 
prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan: 

a. Izin Lokasi; 

b. Izin Lingkungan; dan 

c. IMB. 

 

Pasal 11 

(1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam 
bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Dokumen    Elektronik    sebagaimana    dimaksud   pada 
ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. 

(3) Dokumen    Elektronik    sebagaimana    dimaksud    pada 
ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum 
serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat dicetak. 

 

Pasal 12 

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 dapat berisi: 

a. NIB; 

b. bidang usaha; 

c. nama usaha pariwisata; 

d. lokasi usaha pariwisata; 

e. tanggal penerbitan TDUP; dan 

f. kode digital. 

 

Pasal 13 

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa 
memungut biaya dari Pelaku Usaha. 

 

BAB IV 

PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMUTAKHIRAN TDUP 

Pasal 14 

Pelaku    Usaha     yang    telah     mendapatkan      TDUP dan 
akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, 
harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin 
Lingkungan, IMB, di masing-masing wilayah tersebut. 

 

Pasal 15 

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada 
sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi 
mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi: 

a. nama usaha pariwisata; 

b. lokasi usaha pariwisata; dan/atau 

c. jumlah usaha pariwisata. 

 

BAB V 

SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA 

Pasal 16 

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha 
Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf    b    wajib    dimiliki     oleh    Pelaku     Usaha     yang 
telah mendapatkan NIB dan TDUP. 
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Pasal 17 

 

(1) Sertifikat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 diterbitkan oleh LSU bidang pariwisata. 

(2) Sertifikat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah 
memenuhi Standar usaha pariwisata dan melaksanakan 
sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain memiliki sertifikat usaha pariwisata sebagaimana 
dimaksud Pasal 16 Pelaku Usaha yang menyelenggarakan 
kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang 
diatur dalam Peraturan Menteri. 

(4) Ketentuan mengenai sertifikat usaha pariwisata dan 
standar usaha pariwisata mengikuti kententuan yang 
diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 

 

Pelaku usaha baik yang belum memenuhi ataupun telah 
memenuhi semua komitmen yang diwajibkan kepadanya, 
bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari 
penyelenggaraan kegiatan usaha. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini dapat melakukan pendaftaran untuk 
mendapatkan NIB. 

 

Pasal 20 

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diterbitkan TDUP, 
diproses melalui sistem OSS  sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 46); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 96), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 22 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 14 November 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
ttd 

 
AGUS SANTOSA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2018 NOMOR 60 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 14 November 2018 

BUPATI SUKOHARJO, 

ttd 

WARDOYO WIJAYA 


